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ABSTRAK

(5kripsi 51, Boyke Meba, 02140071, Fakultas Hokum, Universilas Andabas, 68 Halaman, 2008, Pembimbing 1
Hj. Arin Zarnetti, . H,, M. Hom, Pembimbing 11 Mayor CHE Puspayadi, 5.H.)

Dalam kehidupan ketentaraan menghendaki diternpkannya disiplin dan aturan hukum
militer bagi setiap anggotanya. Setiap komandan kesatuan diharuskan menpawasi pelaksanaan
disiplin dan penegakan hukum olch anggota komandonya. Apabila anggota komandonya
relakukan pelanggarn hukum, maka komandan kesatuan selaku Ankum diberi wewenang oleh
undang - undang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap angeots komandonys
terscbut. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini komandan akan dibantu olch staf Intelijen sebagai
pengamanan wbuh THNI AD. Adapun permasalahan vang dibahas dalam skrpsi ini adalah
mengenal peranan Ankum dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya, bagaimana
penerapan kewenangan Ankum dalam penyelesaian perkara pidana anggota komandonya, serias
kendala yanp ditemui dalam penyelesaian perkara pidana anggots komandonya oleh Ankum dan
penvelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan di atas maka dilakukan penclitian dengan
mengpunakan metode penelitian secarm yundis sosiologis. Penulis mengumpulkan data melalui
penelitian kepustakaan (Librgry Research) dan penelitian lapangan (Fiefd Research) puna
mempercleh behan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian menganalisa basil
penelitian tersebut secara kualitatif, Dalam penyelesaian perkam pidana anggeta komandonya,
Ankum mempunyal peranan yang sangat penting yaitu menentukan apakah perkara terscbut akan
dilimpahkan ke Penvidik Polisi Militer Angkatan Darat atau aken diselesaikan secars Hukum
Disiphn Militer, Dalam penerapannva, kewenangan Ankum dalam penvelesaian perkam pidana
anggota  komandonya terlihat dalam setiap tabap penyelesaian perkara (kecuali tahap
pemuntutan). Dalam penyelesaian perkara pidana angeota komandonyva ini Gdek ditemui kendala
berarti vang dapat menghambat proses penvelesaian perkam pidana oleh Ankum terthadap
angeroda komandonya lersebul,



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dralam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dahuly, sekelompok
rakyal vang linggal di suatu daerab tertenty akan bangkit serentak memanggul
senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan dacrahnya mengalami
ancaman atau serangan dan phak lain, D1 sinilah timbol pengertian babwa
permbelaan negara it adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat yang dilaksanakan
dengan sisterm pertahanan keamanan rakyat semesta. Segala sesustu dalam negara
ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan fak dapat dipisahkan lags antara
Tentara Nasional Indonesia dengan rakvat hiasa dalam peperangan. Tetapi tidak
demikian keadaannya sekarang ini. Sebagian besar dari militer sekarang harus
hidup di dalam daerah terlenlu seperti di asmama - astama atau komplek - komplek
militer lainnva, sehingga seolab - olah militer itu merepakan polongan tersendin
vang hidup dengan cara sendirt - sendiri pula. Di samping itu masvarakat jues
berkembang denpan corak dan gersk vang dinamis, merombak struktur kehidupan
darl alam kolonial, tradisional. melalut alam liberal ke alam demokrasi pancasila
vang berperak menuju masvarakat madern’.

i dalam kesibukan maliter dan masyarakat inilah yang telalk menimbutkan
kesenjangan atau terpisahnya kehidupan militer dengan masyarakat. Schingga

bagi sebagian masyarakal apabila mendeppar nama militer, fimbul  sualy

'Maoch, Faisal Salan, Peradilaer Mifiter fadonesia. Mandar Maju, Bandwng, 1994, hal, |2



pemikiran yaitu rasa segan dan kesan angker, dimana asosiasi pemikiran tertumpi
pada pistol vang tergantung di pinggany, sangkur terhuenus, dan MONLONE meriam,
Diengan alasan itu pulalah menyvebabkan para ilmuwan di bidang bukum merasa
segan melakukan penelitian di dalam lingkungan kehidupan militer. Hal ini
mengakibatkan apa yang berbau militer dapst dikatakan tabu untuk diutarakan,
sehingga anggapan bahwa militer ilo adalab polongan masyarakat yang berdis
sendiri semakin tampak’,

Padahal scbenamya tidaklah demikian, karena penempatan prajurit di
dlalam satu asrama di wjukan agar apabila sewaktu - waktu pasukan tersebut akan
digerakkan dapat dilakukan dengan mudsh dan cepat, dan hal ini sangat
diperfukan  di dalam pembinaan dan menjaga disiplin prajurit terscbut. Akan
tetapl apabila prajurit tersebut bertenpat tinggal tersebar dalam masvarakat umum
1naka dapat dibayangkan betapa sulimya untuk mengeerakkan pasukan tersebut,
demikian pula dalam pembinaan dan menjaga disiplin prajurit vang bersan gkutan,

Militer adalabh orang vang dididik, dilatih, dan dipersiapkan  ustuk
bertempur. Bagi mercka diadakan norma - norma atau kaidah - kaidah  vang
Khusus. Mereka harus wunduk tanpa reserve {menentang) pada tata kelakuan vang
telah ditentukan dengan past vang pelaksanuannyva diawasi dengan ketat. Karena
militer itu adalah bagian dari suatu masvarakal atas bangsa. vang terdici dari
warga negara yang melakukan tugas - tugas khusus dalam hal pembelaan negara

“en bangsa dengan mengpunakan senjata. Dengan kata lain, tueas uldmarnya

“ thid hal 13
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BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

I,

Tad
s

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa dalam penyelesalan perkara pidana anggolanya,
Ankum yang menentukan apakah suatu perkara pidana anggotanva akan
diserahkan kepada penyidik Polisi Militer Anpgkatan Darst atau akan
diselesaikan melalun sarana Hukom Diziplin Militer. Dalam hal ini Ankum
berperan  sehagai  fasihitator dan memonilor proses penanganan  perkara
terhadap angpota komandonya,

Dalam penerapannyy, kewenangan Ankum dalam proscs penvelesaian perkara
tindak pidana militer terhadap anggota komandonya adalah membuat surat
laporan khusus bidang pengamanan personel kepada Papera. mengeluarkan
SP3 {Sural Penetapan Penverahan Pengusotan) kepada penyvidik Polisi Militer
Angkatan  DDaral, mengeloarkan sural perintah penahanan semenlara,
mengeluarkan surat perintah kepada anggota komandonva untuk menghadap
kepada Ouditor Militer, dan membuat laporan berkala kepada Papera tentang
proses penanganan perkamm pidana vang  sedang dijalani oleh  anggoln
komandonya.

kendala vang dihadapi Ankurmn dalam penyvelesaian perkara pidana terbadap
angoota komandonva  adalah keterbatnsan personel  yang memiliki

pengetalvan hukum maliter, serla keterbatasan piranti lonak tentang petunjuk
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administrasi penyelesaan perkara pidana di lingkungan TN] - AD sehinpea
dapat menghambat penyelesaian perkara pidana di lingkungon kesaluan

NIAELNEG masing.

Saran

Untuk  penyelesaian pelanggaran hukum  vang  dilakukan oleh angpota
komandonyva, maka sudah scharmusnya Ankum sebagai penanggung jawah
kesaluan memilikl pengetabuan yang memadal tentang hukum militer.

Lintak itu sangat diperlukan adanyva penyuluban hukum secara intemnsif dan
terpadu di seluruh jajaran TIKL - AD balk di tingkat pusat sampai ke daerh.
sehingea dapat meningkatkan kesadaran bukom setiap prajurit TR - AD.
Perle adanva penempatan Perwira Flukam TN di setiap kesatuan sampai ke
tingkat Batalvon. vang dibarengi dengan pendistribusian piranti lunak yang
berkailan dengan pembinaan hukum baik yang bersifat khusus militer maupuan

vang bersifal nmun.
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